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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Teknolog� �nformas� member�kan 
pengaruh yang besar kepada set�ap orang 
untuk melakukan perjalanan w�sata ke 
berbaga� tempat d� dun�a. Set�ap orang 
berhak untuk melakukan perjalanan 
ke daerah la�n ba�k dalam satu negara 
maupun ke negara la�n. Berbaga� macam 
mot�fas� yang menyebabkan seseorang 
melakukan perjalanan antara la�n adalah 
untuk bekerja, berw�sata, sekolah, tugas 
Negara, dan la�nnya. Melakukan perjalanan 
ke luar w�layah atau melepaskan d�r� dar� 
aktifitas sehari-hari dengan tujuan mencari 

kesenangan dan kenyamanan merupakan 
salah satu tujuan h�dup dar� seseorang. Set�ap 
orang akan berusaha untuk meluangkan 
waktu dan meny�s�hkan sebag�an kec�l dar� 
penghas�lannya untuk dapat melakukan 
perjalanan w�sata dalam set�ap tahunnya. 
Klasifikasi wisata terdiri dari beberapa jenis 
antara la�n h�buran, sp�r�tual, alam, budaya, 
makanan, dan berbaga� macam la�nnya yang 
semak�n har� semak�n berkembang. Bal� 
mem�l�k� c�r� tersend�r� dalam dun�a w�sata 
ya�tu mengedepankan budaya sebaga� 
ujung tombak daya tar�k pen�kmat w�sata 
seh�ngga mampu menghas�lkan pendapatan 
negara yang berguna untuk mensejahterakan 
masyarakat. Budaya dan agama d� bal� 
merupakan dua hal yang t�dak dapat 
d�p�sahkan. Banyak r�tual budaya dalam 
melaksanakan upacara agama yang mampu 
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menar�k orang untuk datang ke pulau yang 
terkenal dengan sebutan pulau ser�bu pura.

T�ngkat kejenuhan manus�a dewasa 
�n� menc�ptakan peluang yang sangat 
menguntungkan terhadap perkembangan 
aspek par�w�sata. Perkembangan par�w�sata 
dewasa �n� member�kan peluang bag� 
pertumbuhan ekonom� d� Indones�a. Investas� 
d� �ndustr� kepar�w�sataan mengalam� 
pertumbuhan yang sangat pesat. Pembentukan 
karakter pembangunan  par�w�sata harus 
d�jalankan secara berkelanjutan.2 Hal –hal 
yang menjad� pr�or�tas untuk d�perhat�kan 
dalam menc�ptakan par�w�sata yang ba�k 
adalah terjaganya sumber daya alam, t�ngkat 
kesadaran pelaku dalam dun�a w�sata, 
keamanan, koord�nas� yang sol�d antara 
�nstans� yang terka�t, dan kecakapan dan 
keteramp�lan dalam merumuskan sebuah 
keb�jakan kepar�w�sataan yang memenuh� 
kebutuhan generas� saat �n� tanpa harus 
merusak, mengh�langkan, dan mengurang� 
pemenuhan kebutuhan generas� yang akan 
datang. Par�w�sata yang ba�k akan terc�pta 
j�ka d�atur dengan ba�k. Konteks kata atur 
yang d�maksud d�awal� sejak pembentukan 
aturan, dapat d�laksanakannya, dan adanya 
s�stem perad�lan yang ba�k terhadap 
pelanggarannya. Investor mem�l�k� kewaj�ban 
yang harus d�taat� dalam menjalan usaha d� 
sektor par�w�sata. Kewaj�ban-kewaj�ban 
yang harus d�taat� oleh �nvestor d�atur dalam 
peraturan perundang-undangan. Ka�dah yang 
ba�k akan menc�ptakan tatanan keh�dupan 
masyarakat yang tert�b. J�ka masyarakat 
sudah tert�b maka secara otomat�s keamanan 
akan terjaga. Keamanan merupakan salah satu 
unsur yang sangat pent�ng dalam penerapan 

keg�atan w�sata d� Bal�. Upaya menc�ptakan 
keadaan yang harmon�s d�awal� dengan 
menc�ptakan tatanan norma yang ba�k. Dar� 
sudut pandang penyusunan sebuah norma 
merupakan kewenangan yang d�m�l�k� oleh 
pemer�ntah daerah dan DPRD. Kerjasama 
yang ba�k sangat d�tuntut dalam menghas�lkan 
pengaturan yang mel�ndung� kepent�ngan 
warga secara absolut. Kewenangan untuk 
membentuk sebuah tatanan norma d� 
Indones�a merupakan kompetens� dar� 
p�hak eksekut�f dan leg�slat�f. Berbeda 
halnya dengan trias politica yang menganut 
paham pem�sahan kekuasaan secara mutlak 
seh�ngga dalam menyusun, merancang 
sebuah aturan merupakan murn� wewenang 
dar� pejabat leg�slat�f, sedangkan p�hak 
pemer�ntah secara penuh hanya dalam batas 
melaksanakannya. Prov�ns� Bal� mem�l�k� 
regulas� terka�t dengan kepar�w�sataan 
budaya Bal�. Kepar�w�sataan budaya Bal� 
d�atur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012. 
Hal-hal yang d�atur adalah mengena� 
kumpulan ka�dah yang membebankan 
kewaj�ban terhadap penyelenggara dan 
w�satawan. Sebaga� wujud penerapan negara 
hukum, aturan yang telah d�tetapkan t�dak 
membedakan perlakukan antara w�satawan 
dar� dalam neger� dan w�satawan dar� luar 
negara republ�k Indones�a. D�susunnya 
kewaj�ban dan hak dalam sebuah aturan 
yang bers�fat lokal merupakan pencerm�nan 
dar� s�stem negara berdasar atas hukum 
yang menentukan bahwa pemer�ntahan 
d�laksanakan berdasarkan ketentuan undang-
undang. Kewaj�ban yang harus d�taat� oleh 
pengusaha par�w�sata d� dalam Pasal 27. 
Set�ap pengusaha par�w�sata yang melangar 
ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Bal� 
Nomor 12 Tahun 2012 d�kenakan sanks� 
adm�n�strat�f yang d�atur dalam Bab XIV 

2 Made Metu Dahana, 2012,  Perlindungan Hukum dan 
Keamanan Terhadap Wisatawan, Param�ta, Surabaya, 
hlm.1. 
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Pasal 33. Pengaturan sanks� adm�n�strat�f 
dalam Peraturan daerah Bal� Nomor 2 
Tahun 2012 bertentangan dengan ketentuan 
Pengaturan sanks� adm�n�strat�f dalam 
lamp�ran II Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan ura�an latar belakang 

d�atas, maka penul�s merumuskan 
permasalahan sebaga� ber�kut :
1. Baga�manakah pengaturan sanks� 

adm�n�strat�f menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 ?

2. Baga�manakah konstruks� pengaturan 
sanks� adm�n�strat�f Peraturan Daerah 
Bal� Nomor 2 Tahun 2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian
penel�t�an �n� secara umum bertujuan 

untuk mengetahu� konstruks� Peraturan 
Daerah Kepar�w�sataan Bal�. Sedangkan 
yang menjad� tujuan khusus adalah :
1. Untuk mengetahu� pengaturan sanks� 

adm�n�strat�f menurut Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011.

2 Untuk mengetahu� konstruks� 
pengaturan sanks� adm�n�strat�f 
Peraturan Daerah Bal� Nomor 2 Tahun 
2012.

II. Metode Penelitian
Jen�s penel�t�an hukum normat�f 

yang mengacu pada adanya konflik norma 
antara Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dengan 
dengan Peraturan Daerah Kepar�w�sataan 
Budaya Bal� terka�t dengan konstruks� 
sanks� adm�n�strat�f. Jen�s pendekatan yang 
d�gunakan pada penul�san karya tul�s �lm�ah 

�n� adalah pendekatan perundang-undangan, 
konsep, dan s�stemat�s. Kaj�an  perundang-
undangan sangat pent�ng karena merupakan 
dasar p�jakan dalam menel�t� dan �su sebuah 
masalah.3

III.  Hasil dan Pembahasan
3.1 Perancangan sanksi administratif 

Sebaga�mana yang d�kut�p oleh 
Profesor Dr. A. Ham�d Attam�n� dar� 
Burkhard Krem menyatakan bahwa �lmu 
pengetahuan tentang Perundang-undangan 
terklasifikasi ke dalam dua bagian yaitu teori 
Perundang-undangan dan �lmu perundang-
undangan.4

Segala keg�atan dalam penyelenggaraan 
Negara harus berdasarkan atas Hukum yang 
berlaku. Penyelenggaraan pemer�ntahan 
berdasarkan atas Hukum dengan tujuan 
menc�ptakan kead�lan dan mel�ndung� hak 
hak rakyat. Hukum akan mel�ndung� hak-hak 
rakyat dan mampu mengendal�kan pejabat 
negara dalam melaksanakan tugasnya. 
Penyelenggaraan pemer�ntahan akan berjalan 
dengan ba�k apab�la ada aturan Hukum yang 
mengaturnya. Penyelenggaran pemer�ntahan 
yang berdasarkan atas Hukum akan 
menc�ptakan suatu keadaan yang tenteram, 
ad�l, dan sejahtera. Keadaan yang tenteram, 
ad�l, dan sejahtera dapat d�wujudkan karena 
telah d�jam�nya perl�ndungan terhadap hak-
hak asas� manus�a. Sah atau t�daknya t�ndakan 
pemer�ntah bert�t�k tolak pada undang-
undang. Pemer�ntah dalam melakukan 
t�ndakan hukum t�dak d�perkenankan d�luar 
ketentuan yang telah d�tentukan. Wewenang 

3 Johnny Ibrah�m, 2012, Teori dan Metode Penelitian 
Hukum Normatif Edisi Revisi, Bayumed�a Publ�sh�ng, 
Malang, hlm.302.

4 H. Az�z Syamsudd�n, 2013, Proses dan Teknik 
Penyusunan Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.18.
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pemer�ntah lah�r dar� t�ga hal anatara la�n 
adalah berdasarkan per�ntah langsung dar� 
undang-undang, pel�mpahan wewenang, dan 
mandat. Pembuatan hukum merupakan salah 
satu peran fungs� leg�slat�f. Konteks negara 
hukum menyatakan adanya pembag�an 
kekuasaan yang terd�r� dar� pembentuk 
aturan, pelaksanana, dan penegak hukum. 
unsur yang pertama merupakan unsur yang 
sangat pent�ng karena akan menentukan 
ketert�ban umum dalam sebuah negara. T�ga 
hal yang harus mendapat perhat�an leb�h dar�  
penyusun aturan adalah mengupayakan agar 
semaks�mal mungk�n terh�ndar dar� tumpang 
t�nd�h pengaturan, kekosongan hukum, dan 
pengaturan yang kabur. Aturan hukum yang 
mult�tafs�r dapat menc�ptakan kekuasaan 
pemer�ntahan repres�f yang menyebabkan 
t�dak d�perhat�kannya kepent�ngan orang-
orang yang d�per�ntah.5 Tumpang t�nd�h 
pengaturan dapat terjad� secara vert�kal 
dan hor�zontal. Aturan yang t�dak selaras 
secara langsung mengak�batkan terjad�nya 
konflik kewenangan. Sebagai contoh  
pembentukan peraturan daerah merupakan 
kewenangan pemer�ntah daerah, namun d� 
s�s� la�n terdapat ketentuan yang mengatur 
bahwa pemda dapat mel�batkan �nstans� 
vert�kal dalam pembentukannya. Kata 
dapat merupakan kata yang t�dak mem�l�k� 
kepast�an hukum karena mem�l�k� art� 
untuk t�dak mewaj�bkan. Pejabat fungs�onal 
perancang yang mem�l�k� legal�tas hanya 
terdapat d� �nstans� Kemenkumham. 
tenaga perancang tersebut telah meng�kut� 
pend�d�kan dan pelat�han secara profes�onal 
dan mem�l�k� kompetens� yang sangat ba�k. 

Karena pengaturan yang t�dak jelas maka 
kewenangan t�m perancang hukum dan ham 
d� daerah t�dak dapat memaksakan d�r� untuk 
�kut terl�bat d� set�ap pemkab atau pemprov. 

Sumber daya manus�a yang t�dak 
mem�l�k� keahl�an dan kemampuan dalam 
menyusun sebuah draft aturan akan 
menc�ptakan aturan yang sangat t�dak ba�k. 
Konflik kepentingan harus dihindari jika 
�ng�n menc�ptakan sebuah rule yang mampu 
mengakomod�r kebutuhan masyarakat. 
Tahap perencanaan d�laksanakan dengan 
penyusunan naskah akadem�s. Dalam tahap 
�n� akan menamp�lkan urgens� sebuah 
aturan. 

Penyusunan peraturan daerah harus 
sesua� dengan mater� muatan yang telah 
mem�l�k� legal�tas. Mater� muatan sebuah 
peraturan adalah refleksi dari nilai kepastian, 
kead�lan dan kemanfaatan. Perhat�an khusus 
yang waj�b d�perhat�kan adalah terpenuh�nya 
syarat formal dan syarat mater�al agar t�dak 
terbentuk aturan yang cacat hukum. aturan 
yang cacat dapat terjad� j�ka legal drafter 
t�dak meng�ndahkan acuan yang telah 
d�tentukan. 

Dasar pengenaan sanks� secara umum 
d�bag� menjad� t�ga jen�s ya�tu sanks� p�dana, 
sanks� perdata dan sanks� adm�n�stras�. Jen�s 
jen�s sanks� adm�n�strat�f pada umumnya 
terd�r� atas pencabutan �j�n, penar�kan 
keputusan dan adanya denda. Pengaturan 
sanks� adm�n�strat�f menurut Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 d�atur dalam 
lamp�ran II Undang-Undang Republ�k 
Indones�a nomor 12 tahun 2011 angka 64 
dan angka 65. Sanks� adm�n�strat�f dalam 
perancangan peraturan daerah t�dak boleh 
d�atur dalam bab tersend�r�. Ketentuan hal 
tersebut d�atur setelah frasa atau pasal yang 
member�kan larangan. Aturan yang ba�k 

5 Ph�l�pe Nonet and Ph�l�p Selzn�ck, 1978, and Society 
in Transition: Toward Responsive Law, Harper 
Cholopon Books, New York, Hagerstown, San 
Fransisco, London, hlm.29.
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adalah aturan yang sesua� dengan ketentuan 
perancangan perundang-undangan. 

3.2 Konstruksi Pengaturan Sanksi 
Administratif Peraturan Daerah 
Bali Nomor 2 Tahun 2012
 Peraturan perundang–undangan 

yang d�buat merupakan aturan tertul�s yang 
d�buat oleh pejabat negara yang berwenang 
dan mengandung sanks� yang tegas terhadap 
seseorang yang melanggar ketentuan aturan 
tersebut. Aturan yang ba�k adalah peraturan 
yang t�dak mult�tafs�r dan respons�f.

Membentuk suatu peraturan perundang-
undangan harus mem�l�k� tujuan yang 
jelas. Aturan yang d�bentuk harus mampu 
menc�ptakan rasa ad�l bag� seluruh rakyat 
dan t�dak terjad� d�skr�m�nas� terhadap kaum 
atau golongan tertentu. Secara gar�s besar 
dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus bers�fat respons�f yang 
mengandung art� bahwa peraturan perundang-
undangan tersebut memang d�butuhkan oleh 
masyarakat. Agar suatu peraturan perundang-
undangan mem�l�k� kekuatan meng�kat 
maka peraturan perundang-undangan 
harus d�bentuk oleh lembaga negara. Pada 
umumnya kewenangan lembaga negara 
dalam membentuk peraturan perundang-
undangan d�atur dalam konsnt�tus� Negara 
tersebut.

Hukum t�dak menggunakan 
persyaratan untuk meng�kat manus�a melalu� 
kesadaran seh�ngga  dapat juga d�pandang 
berasal dar� ke�ng�nan pemegang kekuasaan 
tert�ngg�, ya�tu yang hanya mem�l�k� hak dan 
t�dak mem�l�k� kewaj�ban, atau berasal dar� 
kehendak sang penc�pta.6 Undang-undang 

dapat d�bag� dalam dua t�ngkatan, ya�tu 
Undang-Undang dalam t�ngkatan yang leb�h 
t�ngg� dan Undang-Undang dalam t�ngkatan 
yang leb�h rendah. Secara h�erark�, susunan 
dan t�ngkatan undang-undang adalah d�mula� 
dar� ketentuan yang leb�h t�ngg� baru secara 
berturut-turut  d�susul dengan t�ngkatan 
undang-undang yang leb�h rendah.7 Undang-
undang yang bermartabat leb�h t�ngg� dar� 
undang-undang b�asa d�sebut Undang-
undang Dasar (UUD) yang d� dalam bahasa 
belanda d�sebut grondwet.8

Peraturan hukum d� Indones�a d�susun 
secara s�stemat�s seh�ngga t�dak dapat 
d�tafs�rkan secara send�r�.9 Undang-Undang 
yang bermartabat leb�h t�ngg� dar� Undang-
Undang b�asa d�sebut Undang-undang Dasar 
(UUD) yang d� dalam bahasa belanda d�sebut 
grondwet.10

Manfaat suatu ka�dah merupakan s�fat 
sos�olog�s yang memaparkan mengena� 
desakan kebutuhan masyarakat sesua� dengan 
kenyataan yang berkembang.11 Sebuah 
tatanan aturan bers�fat umum yang berart� 
bahwa t�dak d�peruntukan menganal�sa 
secara perorangan seh�ngga mem�l�k� daya 
meng�kat secara luas.12 

Kewenangan badan hukum membuat 
aturan merupakan sumber legal�tas dar� 
sebuah ka�dah hukum13  Secara s�stemat�s 

7 Cha�nur Arrasj�d, 2006, Dasar Dasar Ilmu Hukum, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm.54.

8 H�lman Had�kusuma, 2010, Bahasa Hukum Indonesia, 
PT Alumn�, Bandung, hlm.45.

9 Yudha Bhakt� Ardh�w�sastra, Op. Cit, hlm.10.
10 H�lman Had�kusuma, Op. Cit, hlm.45.
11 J�mly Assh�dd�q�e, 2011, Perihal Undang-undang, PT 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118.
12 Yul�andr�, 2013, Asas-Asas Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan 
Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

13 Bambang Sut�yoso, 2006, Metode Penemuan 
Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan 
Berkeadilan, UII Press , Yogyakarta,  hlm.43.

6 E. Sumaryono, 2002, Etika Hukum, Kan�s�us, 
Yogyakarta, hlm.201.
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perlu meng�ndah n�la�-n�la� perjenjangan  
norma agar t�dak terjad� benturan regulas�. 
Aturan yang menjad� dasar adalah aturan 
yang bers�fat abstrak yang memaparkan 
mengapa perlunya pengaturan atau hukum 
yang d�c�ta-c�takan kemud�an d�l�mpah ke 
pengaturan yang s�fatnya leb�h nyata ke 
aturan yang s�fatnya dapat d�laksanakan. 
Aturan konkr�t bersumber pada sp�r�t aturan 
yang abstrak. Semangat pengaturan khusus 
merupakan has�l pengal�han tanggung jawab 
aturan d�atasnya. Sebuah aturan t�dak akan 
bermanfaat j�ka t�dak mem�l�k� sanks�. 
D�masukannya sebuah hukuman merupakan 
upaya pencegahan agar masyarakat t�dak 
beran� melakukan pelanggaran. N�at dar� 
penyusun aturan dalam memasukan sebuah 
sanks� dapat d�katakan merupakan t�ndakan 
bers�fat prevenmt�f, namun penghukuman 
dar� aparat merupakan t�ndakan repres�f. 
Penyusun aturan waj�b mem�l�k� moral, 
mental dan pemahaman sp�r�tual yang ba�k 
agar t�dak melah�rkan produk hukum yang 
berbahaya bag� kalangan masyarakat banyak. 
Hukum adalah sesuatu hal yang d�anggap 
benar oleh sebag�an besar masyarakat. 

Konstruks� Peraturan Perundangan-
undangan d� Indones�a terka�t dengan 
pengaturan sanks� adm�n�strat�f dalam 
pembentukan Peraturan Daerah Bal� Nomor 
2 Tahun 2012 dapat d�kaj� menggunakan 
pendekatan penafs�ran Peraturan Perundang-
undangan secara s�stemat�s dengan 
melakukan anal�sa dengan mengacu kepada 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. 

Konstruks� pengaturan sanks� 
adm�n�strat�f dalam pembentukan Peraturan 
Daerah harus sesua� dengan ketentuan dalam 
Lamp�ran II Undang-Undang RI nomor 

12/2011 angka 64 yang mengatur bahwa 
mater� tentang sanks� adm�n�strat�f d�atur 
dalam satu bag�an pasal yang melarangnya 
dan t�dak d�buat dalam bab tersend�r�. Sanks� 
adm�n�strat�f yang d�atur dalam Peraturan 
Daerah Prov�ns� Bal� Nomor 2 Tahun 2012 
t�dak sesua� dengan ketentuan yang telah 
d�atur dalam Lamp�ran ke II Undang-Undang 
12 tahun 2011 but�r 64.

Konstruks� sanks� adm�n�strat�f yang 
d�atur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012 Prov. Bal� juga waj�b mengacu 
pada  bag�an lamp�ran 2 but�r 65. Pengaturan 
sanks� adm�n�strat�f dalam Peraturan Daerah 
Bal� Nomor 2 Tahun 2012 d�atur dalam bab 
x�v Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), seh�ngga 
bertentangan dengan ketentuan dalam 
Lamp�ran II Undang-Undang Republ�k 
Indones�a nomor 12 tahun 2011 angka 64, dan 
angka 65. Ketentuan pengaturan dar� sebuah 
peraturan yang leb�h rendah t�dak boleh 
bertentangan dengan ketentuan pengaturan 
dar� aturan yang leb�h t�ng�. Peraturan daerah 
t�dak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang, karena menurut h�rark� peraturan 
perundang-undangan kedudukan Peraturan 
Daerah leb�h rendah dar� undang-undang. 

IV.  Simpulan dan Saran
4.1 Simpulan
1. Pengaturan sanks� adm�n�strat�f 

menurut Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 d�atur dalam lamp�ran II 
angka 64 dan angka 65.

2. Pengaturan sanks� adm�n�strat�f dalam 
Peraturan Daerah Bal� Nomor 2 Tahun 
2012 d�atur dalam Bab XIV tentang 
Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3), dan 
t�dak d�atur setelah ketentuan yang 
member�kan larangan.
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4.2 Saran
1. Pengaturan sanks� adm�n�strat�f 

dalam Undang-Undang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan 
Tahun 2011 merupakan acuan bag� 
peraturan daerah t�ngkat I Bal� dalam 
mengkonstruks� sanks� adm�n�strat�f.

2. Ketentuan pengaturan sanks� 
adm�n�strat�f dalam Perda Prov�ns� 
Bal� tentang kepar�w�sataan harus 
sesua� dengan ketentuan pengaturan 
saks� adm�n�strat�f pada lamp�ran 
II angka 64 dan angka 65 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA 
Bambang Sut�yoso, 2006, Metode Penemuan 

Hukum Upaya Mewujudkan Hukum 
Yang Pasti dan Berkeadilan, UII Press 
, Yogyakarta.

Cha�nur Arrasj�d, 2006, Dasar Dasar Ilmu 
Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

E. Sumaryono, 2002, Etika Hukum, Kan�s�us, 
Yogyakarta.

H. Az�z Syamsudd�n, 2013, Proses dan 
Teknik Penyusunan Undang-Undang, 
Sinar Grafika, Jakarta.

H�lman Had�kusuma, 2010, Bahasa Hukum 
Indonesia, PT Alumn�, Bandung.

J�mly Assh�dd�q�e, 2011, Perihal Undang-
undang, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta

Johnny Ibrah�m, 2012, Teori dan Metode 
Penelitian Hukum Normatif Edisi 
Revisi, Bayumed�a Publ�sh�ng, 
Malang.

Ph�l�pe Nonet and Ph�l�p Selzn�ck, 1978, 
and Society in Transition: Toward 
Responsive Law, Harper Cholopon 
Books, New York, Hagerstown, San 
Fransisco, London.

Yudha Bhakt� Ardh�w�sastra, 2008, 
Penafsiran dan Konstruksi Hukum, PT 
Alumn�, Bandung.

Yul�andr�, 2013, Asas-Asas Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan 
Yang Baik Gagasan Pembentukan 
Undang-undang Berkelanjutan, PT 
Raja Grafindo Persada, Jakarta.


